
SALINAN 

 
 

 

BUPATI SOPPENG 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI SOPPENG 

NOMOR : 36 TAHUN 2024 
 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SOPPENG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional 

pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat   :  1.  Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

   2.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 



7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 
129); 

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Soppeng 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng 
Tahun 2021 Nomor 2); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Soppeng Tahun 2024 Nomor 6); 

10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng 

Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 

Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Soppeng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2023 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Soppeng Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng 
Tahun 2024 Nomor 30); 

 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Soppeng. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelanggara Pemerintahan Daerah. 
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan 

keuangan daerah. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 

umum daerah. 
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala 

SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten 



Soppeng selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 

tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh 

Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 
kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya 

terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai 

dengan kebutuhan. 

11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta 

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 

yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD 

adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/ kantor/bagian keuangan 

selaku Bendahara Umum Daerah. 
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, 

kegiatan dan anggaran SKPD. 

15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya 
disingkat DPPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan perubahan 

anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum 

Daerah. 
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan 

pendapatan dan perubahan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

17. Badan usaha milik daerah adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki 

oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng. 

Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.153.303.447.225 (satu triliun 

seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga juta empat ratus empat puluh 

tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar 
Rp94.464.180.315 (sembilan puluh empat miliar empat ratus enam puluh 

empat juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) sehingga 

menjadi Rp1.247.767.627.540 (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar 
tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus 

empat puluh rupiah), dengan rincian: 

1. Pendapatan daerah 
 a. Semula Rp 1.153.303.447.225  

 b. Bertambah/(berkurang) Rp 59.280.483.356  

 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.212.583.930.581 

2. Belanja Daerah 
 a. Semula Rp 1.133.262.039.261  

 b. Bertambah/(berkurang) Rp 94.464.180.315  

 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 1.227.726.219.576 

3. Pembiayaan daerah 

 a. Penerimaan pembiayaan   

  
1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 

Rp 
Rp 

0 
35.183.696.959 

 

  Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 35.183.696.959 

 
 

 

 
 

 

  



 b. Pengeluaran pembiayaan   

  
1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 

Rp 

Rp 

20.041.407.964 

0 
 

  Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 20.041.407.964 

  Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 15.142.288.995 
 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

yang terdiri atas: 
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 

Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus yang 
Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; 

6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi 

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa; 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 

Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPPA-SKPD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng. 

Ditetapkan di Watansoppeng 
pada tanggal 12 September 2024 

BUPATI SOPPENG, 
 

ttd 

 

A..KASWADI RAZAK 
Diundangkan di Watansoppeng 

pada tanggal 12 September 2024 

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, 
 

ttd 
 

ANDI IBRAHIM HARTA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 36 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM  

 
 
MUSRIADI, SH.MM 


